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Abstract: DPRD (The House of Local People's Representatives) as an legidlative institution has
the most important role in making the public policies. For strengthening the role of DPRD in
environment mainstream so the caucus of DPRD was shaped. Through caucus channels, be
provided that many problems of environment getting the very serious concern from DPRD with
using their authoritative functions such aslegislation, budgeting and controlling. The aims of this
research are evaluating how therole of caucus of DPRD and identifying supporting and inhibiting
factors of caucus role and recommendation for DPRD’s caucus in mainstreaming environment.
Thisresearch using descriptive-qualitative method with purposive sampling. Depth interview and
documentation as tehnique of gathering data. Unit of analysis in this research is environment
caucus of DPRD at some regencies/municipalities of West Java Province and especially DPRD of
Bandung municipality. The result of this research found that the caucus have tried to achieve the
targetsin optimum although the caucus hasto still work harder for actualizing green party, green
politician, green parlement, green policy and green budgeting and even green government. The
implication of this research, there is the new paradigm in public policy study that based on

mainstreaming environment. Further, it can be called Eco-Policy Study.
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Seiring kemajuan hasil pembangunan yang telah
dicapa Indonesiasdamaempat dasawarsaterakhir
yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi
nasiond yangtinggi, ternyatatelah berimplikas pada
eksploitas sumber dayaalam secarabesar-besaran
dan tanpabatas. Perencanaan pembangunan yang
lebih menekankan pada perspektif ekonomi
(Kapitdigtik) semataseringkali mengukur perolehan
prestas pembangunan hanya pada keuntungan-
keuntungan dan kegunaan ekonomi yang memiliki
kecendrungan mengabaikan aspek-aspek yang lain
termasuk perspektif politik, sosia, budayaapa agi
lingkungan.

Pembangunan gedung-gedung bertingkat di
perkotaan yang menegasikan perlunyakawasan hijau
yang nyata-nyatasdaumenimbulkanbanjir di musm
hujan. Polus yang ditimbulkan banyaknyakendaraan
dan proyek-proyek industrialisasi di perkotaan
menjadikan jutaan orang di perkotaan menghirup
udara yang kotor mengandung debu, timbal dan
karbondioksida. Penyal ahgunaan hak pengel olaan

hutan atas nama kepentingan ekspor kayu telah
menci ptakan kerusakan sebagian besar hutan kita
sebagal paru-paru utamadunia. Yang manakeru-
sakan hutanyang terjadi telah mengakibatkan banjir
maupun tanah longsor di musim hujan yang kian
panjang masanyasekaiguskekurangan air dan gagal
panen bagi parapetani padamusim kemarau. Dam-
pak kerusakan lingkungan hidup di negara kita
tersebut riel mengancam keselamatan dan mem-
bahayakan kehidupan kitabaik dengan hilangnya
harta benda bahkan jiwa sebagai korbannya.
K erusakan hinggakehancuran lingkungan hidup di
Indonesia menuntut keseriusan upaya penye-
lamatannya. Apalagi dengan adanyapemanasanglo-
bal (Global Warming) yang diakibatkan oleh
kerusakan dan perusakan lingkungan kini menjadi
permasal ahan yang krusial bagi Indonesiasebagai
negarayang memiliki kekayaan dan sumber daya
adamyang melimpah ruah.

Lingkungan hidup dan sumber-sumber
kehidupan Indonesia saat ini berada di ambang

138



Evaluasi Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD, (Suprajogo)

kehancuran akibat over-eksploitasi selama 32
tahun. Berlakunyaotonomi daerah dengan tidak
disertai tanggung jawab dan tanggung gugat dari
pel aksananegara, rakyat semakin terpinggirkan dan
termarjinalkan haknya, sementaraperusakan ling-
kungan dan sumber kehidupan berlangsung di depan
mata. Keadaanini kian memburuk sairing dengan
reformas yang setengah hati. 1sudan permasdahan
lingkungan dan sumber kehidupan di Indonesatidak
menjadi perhatian serius parapengambil kebijakan
bahkan masih termarginalkan. Padahal dalam
tataran politik, isulingkungan merupakan bagianyang
menentukan dalam suatu pengambilan keputusan.

Perencanaan pembangunan nasional yang
masih berkarakteristik mengabaikan wawasan
lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari kebija
kan pembangunan yang didesain oleh negara. Untuk
itu, adanyaintervend kebijakan harusdilakukanoleh
parapembuat kebijakan itu sendiri. DPRD sebagai
lembagalegidastif daerah yang merupakan mitra
pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan
termasuk kebijakan pembangunan, perlu memiliki
wawasan pengarusutamaan lingkungan hidup.
Diharapkan nantinya dalam menjalankan fungsi
legislasi dan anggaran serta pengawasan (K e-
bijakan), DPRD berorientasi padalingkungan
hidup.

Berangkat dari kenyataan tersebut diatas,
penditi melakukan kgjian evaluatif kiprah Kaukus
Lingkungan Hidup Anggota DPRD dalam penga-
rusutamaan lingkungan hidup. Pertanyaan pendlitian
yang dikemukakan pendliti addah bagaimanakiprah
Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Kabupaten dan
Kota, Proving JawaBarat ddam mengawal isu-isu
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dan persod an lingkungan hidup agar mengarusutama
dalam produk kebijakan daerah berupa Peraturan
Daerah (Perda) yang dihasilkan.

Kegagalan demokrasi berdamai dengan
lingkungan hidup menyadarkan parailmuwan politik
sgjak era1980-an tentang pentingnyamenimbang
lingkungan hidup ddamkerjademokrad, dari snilah
kemudian berkembang teori-teori “demokras yang
sengtif lingkungan”. Sgumlahterminologi baruddam
khazanah demokras pun diperkenakan. Misanya,
(Ball, 2005; 3) “ekodemokrasi” (ecodemocracy)
dan“demokras hijau” (green democracy). Secara
umum, yang ditawarkan adal ah konsep penginte-
grasandimens lingkungan hidup ke dalam proses
danhasl demokrad . “ Sengtivitaslingkungan hidup®
diperkenalkan sebagai ukuran tambahan untuk
menila kualitaspraktik demokras. Sairing dengan
itu diperkenalkanlah konsep-konsep baru seperti
green polity, green policy, green budget, green
party, green politician, dan sebagainya. Belaka-
ngan, gagasan ini dipercanggih dalam konsep
“Biokras” (Biocracy). Fatah (2008:6) menjeaskan
bahwa dalam mekanisme birokrasi, DPR/DPRD
mempunyai peranan dan fungs dalam perumusan,
pel aksanaan dan evauas kebijakan pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
sebagai sdah satu pilar demokras ditinjau dari per-
Spektif Sstem kebijakan publik, adal ah sebagai ingti-
tus yang menyerap dan menghimpun, menampung
dan menindaklanjuti aspiras masyarakat daam ben-
tuk produk kebijakan berupa Peraturan Daerah
(Perda). Fungs utamaDPRD daam sistem kebija-
kan publik dapat dilihat pada gambar 1 sebagal
berikut:

Qutput Cutcomes
—
FERDA Sensitif
Linglkungan

Fungsi DPRD
[NpUL _
+ Eegulasi
I + Budgeting
+ Pengaw asan
Asp‘rasi
M akat Feed Back

Gambar 1. Bagan Posisi dan Fungsi DPRD Dalam Sistem K ebijakan Publik
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DPRD selaku lembaga legidatif harus
merepresentasikan kepentingan masyarakat ter-
masuk dalam pengarusutamaan kebijakan ling-
kungan hidup. DPRD dituntut penuh perhatian, kepe-
kaan dan kiprahnya dalam melaksanakan fungsi
regulasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan
yang berorientas padaisu-isu dan problemaling-
kungan hidup.

Untuk menjembatani, mendorong dan memperkuat
wakil rakyat |ebih peduli pada pemecahan problema
lingkungan hidup mddui optimdisad fungd legidas,
penganggaran dan pengawasan kebijakan, DPRD
membentuk kaukus (Caucus). Kaukus merupakan
sebuah forum pertemuan dari paraanggota partai

politik dan atau anggotaDewan, atau organisas yang
lebih kecil di bawahnyauntuk mengkoordinasikan
kegiatan anggota-anggotanya, menentukan kebijakan
kelompok, atau mencalonkan kandidat tertentu
untuk berbagal posis politik.

Tujuan kaukusini tidak lain agar anggota
Dewan dalam penentuan kebijakan pembangunan
daerah dapat mensegj g arkan masal ah lingkungan
hidup dengan berbagai masal ah penting lainnya
seperti politik, ekonomi maupun sosial. Pembentu-
kan kaukus parlemen untuk lingkungan hidup dan
pembangunan berkelanjutan ini adalah sebagal
bentuk upayaparlemen dalam mendukung gerakan
pelestarian lingkungan hidup terutama guna
menghadapi perubahaniklim.

Kaukuslingkungan hidup DPRD Proving
dan Kabupatern/K otamempunyai peran danfungs
sebagai berikut: 1). Membangun “Publik Sadar
Lingkungan“; 2). Meakukan |obi bagi “K ebijakan
Sengitif Lingkungan®; 3). Menyusun strategi dan
taktik menuju “ Parlemen Hijau“; 4). Merancang
“Kebijakan Senditif Lingkungan®; 5). Mengawasi
kerjapg abat publik dengan ukuran sensivitasling-
kungan; 6). Menominas kan kandidat pe abat publik
danpoalitis yang sengtif lingkungan.

Penditianini bertujuan melakukan evaluas
bagaimana kiprah (peran dan fungsi) Kaukus
LingkunganHidup AnggotaDPRD daam pengaru-
sutamaan lingkungan hidup padaprosesformulas
kebijakan publik di daerah, mengidentifikas faktor-
faktor pendukung dan penghambat kiprah Kaukus
LingkunganHidup AnggotaDPRD sertamenyusun
rekomendasi yang diperlukan untuk mendorong
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kiprah Kaukus LingkunganHidup AnggotaDPRD
daam pengarusutamaan lingkungan hidup.

METODE

Pendlitianini dilakukan selamabulan Juli,
Agustus dan September 2008. M etode penelitian
ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan memaka samplebertujuan (purposive sam-
pling) yaitu DPRD Provins JawaBarat, beberapa
DPRD Kabupaten/K ota Provins JawaBarat dan
DPRD Kota Bandung. Pemilihan penelitian di
Proving JawaBarat didasarkan alasan bahwapro-
ving ini termasuk sdah satu proving yang mempelo-
pori pendirian dan pendeklarasian KaukusLing-
kungan Hidupdi tingkat proving. Satuan kgian (unit
of analysis) dalam penelitianini adalah forum-fo-
rum Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD
Provins JawaBarat yang terdiri dari Kabupaten/
Kotadi Provinsi JawaBarat yang meliputi Kabu-
paten Mg aengka, Kuningan, Ciamis, Indramayu,
Cirebon, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kaukus
LH DPRD KotaBandung. Informan dari anggota-
anggota K aukus Lingkungan Hidup DPRD Kabu-
paten Mg aengka, Kuningan, Ciamis, Indramayu,
Cirebon, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kaukus
LH DPRD KotaBandung dan DPRD Proving Jawa
Barat.

Berdasarkankan jenisdatadan sumber data
yang diperlukan dalam penelitian ini makatehnik
pengumpulan datayang digunakan mdiputi : wawan-
caramendaam (depth interview) dengan memakai
pedoman wawancara(Interview guide) baik secara
terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dokumen-
tasl yang relevan. Peneliti menggunakan analisa
induktif yaituinformas dari masing-masing daerah
—informan yang diwawancarai- dikumpulkan,
diandisadan ditarik kes mpulan untuk menemukan
sgjauh mana Kaukus Lingkungan Hidup DPRD
Kabupatern/Kotadi Proving JawaBarat telahmela-
kukan peran dan fungsinya. Analisadatadianggap
selesal manakal a peneliti merasatel ah mencapai
“titik jenuh’” profil data, dan telah menemukan pola
aturan yang dicari peneliti. Metode autentiSitasdata
(validas data) menggunakan triangulasi dimana
data diperoleh dari beberapa informan yang
memberikaninformas, yang manaapabiladatadan
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atau informasi dirasakan tidak adalagi yang baru
dan atau berbeda dari informan-informan yang
sebelumnyamakadatalinformas dianggap cukup.

HASIL

Kaukuslingkungan hidup DPRD Provins
JawaBarat dibentuk dan dideklaraskantanggal 24
Oktober 2004 yang terdiri DPRD Provinsi Jawa
Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Cimahi dan K abupaten Sumedang, yang
diketual oleh Hj. Tetty Kadi Bawono. Pembentukan
dan pendeklarasianforum ini dilakukan duatahun
setelah program pembentukan kaukuslingkungan
hidup DPRD-DPRD se-Indonesiayang dicanangkan
oleh Kementerian NegaraLingkungan Hidup yaitu
tahun 2002.

Kedudukan Kaukus Lingkungan hidup
DPRD sendiri beradadi luar struktur dan alat-alat
kelengkapan DPRD, sehinggasifatnyalebih bersfat
foruminforma dan bergerak sertabekerjadilandasa
oleh semangat kepedulian anggotaforum terhadap
isu-isu lingkungan hidup. Jadi keberadaan kaukus
lingkungan hidup DPRD sebaga foruminformd tidak
beradadi bawah komisi maupun fraks yang adadi
struktur kelembagaan DPRD Provins, Kabupaten
dan Kota Sehinggasifatnyalebihfleksibel dengan
keanggotaan yang berasal lintaskomis dan lintas
fraksi, dengan keanggotaan yang tidak pengikat.
Sebagai contoh, tercatat ada3 (Tiga) anggotaDPRD
kotaBandung yang tergabung dalam forum kaukus
lingkungan hidup DPRD K ota Bandung, hamun
karenasfat keanggotaannyatadi yang tidak terikat
makatidak secarapenuh atau tetap anggotaforum
mel aksanakan aktivitaskegiatannya Sehinggauntuk
mengoptima kan fungsi-fungs kaukuslingkungan
hidup DPRD kotaBandung, kegiatan dan aktivitas
mereka sering bergabung dengan Forum Anggota
Peduli Lingkungan Hidup JawaBarat yang terdiri
dari Provins dan 3 (tiga) Kabupaten lainnyayang
adadi JawaBarat, yang difasilitasi oleh Environ-
ment Parlement Watch (EPW) Provinsi Jawa
Barat, yang didukung keberadaannya oleh
Kementerian NegaraLingkungan Hidup.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh
dari informan anggotakaukuslingkungan hidup
DPRD Provins JawaBarat maupun DPRD Kota
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Bandung, sesual dengan kedudukan dan perannya,
kaukustelah melakukan berbagai aktivitasantara
lan:

Membangun “Publik Sadar Lingkungan”

K egiatan yang dilakukan untuk membangun
kesadaran publik terhadap pelestarian lingkungan,
melaui fasilitas EPW Lingkungan Hidup Proving
JawaBarat me akukan seminar-seminar, lokakarya
lokakarya serta workshop-workshop dengan
melibatkan narasumber-narasumber yang memiliki
keahliandadam bidangnyamasng-masing, khusus-
nya tentang lingkungan hidup, konservasi dan
pelestarian lingkungan, global warming, danisu-
isulingkungan lainnya. Pesertaselain terdiri dari
anggotakaukuslingkungan hidup DPRD seProving
JawaBarat, jugamelibatkan berbagai perguruan
tinggi negeri/swastadi JawaBarat, eksekutif dan
legidatif, dan berbagal LSM yang peduli lingkungan
baik yang lokal (JawaBarat) maupun Nasional.

Selain itu, juga dengan fasilitass EPW
Provins Jawa Barat dan bersama-sama Forum
Kaukus Lingkungan se-Provinsi Jawa Barat
mel akukan aktivitassosal antaralain, Jumat bersih,
penanaman pohon-pohon di sepanjang jalan,
mendorong “ Sekolah Hijau”, lingkungan hijau,
“Kelurahan Hijau”, dan “ Kecamatan Hijau”. Dan
bekerjasamadengan medialokal untuk menyua-
rakan kepentingan lingkungan hidup.

Hal ini sebagaimanajugadinyatakan oleh
salah satu anggota K aukus DPRD KotaBandung
ketikadiwawancarai oleh pendliti : “ Di JawvaBarat
namaforum DPRD Peduli Lingkungan hidup, di
daamnyaterdgpat klagter Ciayumgakuning (Cimahi,
Indramayu, Mgdengka, Kuningan). Sgak forumini
berdiri tahun 2005, karenanamanyaforum maka
kitatidak adakegiatan-kegiatan yang formal tetapi
kita mengadakan tukar-menukar pendapat (shar-
ing of knowledge), mengis di satu radio swasta
Setigp Jumat sore yang mengundang eksekutif baik
di tingkat K abupaten maupun Provins, jugapara
praktis tentang masa ah hutan lindung, masdahair,
dan semacamnya“ (Wawancaradengan Ikhsan, 29
Juli 2008).

Sdanjutnyamenurut beliau:” Mdaui forum-
forumini, dari ssmuaanggotaDewan diikutkan agar
melek (membukamata, pendliti) terhadap masa ah-
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masal ah lingkungan baik yang memang masuk di
wilayahnyamasing-masing maupun lintaswilayah,
baik ketika dalam Musrenbang (Musyawarah
Perencanaan Pembangunan), pengal okasian
anggaran (APBD), prioritas anggaran di dalam
APBD. Jugakitaterlibat dalam kegiatan-kegiatan
yang diselenggarakan fihak lain maupun kita
menyelenggarakan bagi anggota Dewan seperti
pel atihan-pel atihan, pertemuan antar forumterutama
gpabilaadamasa ah-masd ah strategisseperti ketika
adakasus sampah di kotaBandung. Apabilaantara
anggotaDewan dan fihak eksekutif terdapat kendda
atau jarak maka Kaukus bisa mendekatkan
mereka...”.

Untuk menambah pengetahuan dan

wawasan anggotakaukuslingkungan hidup DPRD
dan pemahaman mereka akan konsep pengarus-
tamaan lingkungan hidup makaforum Kaukustelah
dikondisikan pula sebagai media pembelgaran
bersamabagi semuaanggotakaukusLH DPRD.
Jawaban Wakil Forum Kaukus Lingkungan Hidup
DPRD JawaBarat tatkaladiwawancarai peneliti
menyatakan sebagal “Kaukus merupakan suatu
kelompok yang memperjuangkan suatu gagasan
lingkungan hidup, tetapi kami adal ah suatu forum
belgjar. Mengapa begitu? Karena proses politik
addahnegoisas, berdebat yang padaakhirnyauntuk
menghasilkankonsensus...”.
Bentuk-bentuk lain untuk membangun “Publik
Sadar Lingkungan“ telah dilakukan kegiatan-
kegiatan krestif seperti yang digagasoleh Kabupaten
Kuningan melalui semisal PEPELING (Pengantin
Peduli Lingkungan) yaitu berupaaktivitaspartis patif
anggotamasyarakat apabilamerekamau menikah
diharuskan memiliki 3 pohon untuk ditanam di
sekeliling tempat tinggd mereka

Melakukan lobi bagi “Kebijakan Sensitif
Lingkungan”

Kegiatanini dilakukan dengan melibatkan
kelompok eksekutif dalam hal ini Badan Pemeli-
haraan Lingkungan Hidup Daerah Provins Jawa
Barat dan KotaBandung sendiri, untuk terlibat se-
carapro aktif daam setigp aktivitaspel estarian ling-
kungandanisu-isulingkungan hiduplainnya Bentuk
aktivitasnya, sdanmedaui kegiatan-kegiatanilmiah
seperti seminar, lokakarya dan workshop juga
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meladui kegiatan-kegiatan sosa lingkunganlainnya
dengan pendekatan secarainformd, ha ini dilakukan
mengingat forum kaukuslingkunganini bersifat in-
forma dandiluar sruktur keembagaan DPRD. Agar
lobi ini efektif biasanya, dengan melibatkan secara
pro aktif EPW lingkungan hidup JawaBarat dengan
aktivis-aktivislingkungan hidup baik yang berasal
dari kalangan kampus maupun LSM-LSM
lingkungan.

Diantarabentuk |obi-lobi yang dilakukan
agar baik fihak legidatif maupun eksekutif daerah
nyata terlibat dalam membangun kepedulian
terhadap lingkungan hidup salah satunyamelalui
pendekatan anggaran, yaitu sejauh mana pos
anggaran dari APBD untuk peduli lingkungan hidup
dan bagaimana prioritas daerah mengenai hal itu.
Tjoek Koeswartojo sebagai salah satu tokoh dan
aktivislingkungan hidup dari KaukusAnggotaDPRD
Peduli Lingkungan JawaBara menyatakan: “ Ddam
masa ah anggaran memang repot sekai misanyakita
harus membaca 6000 halaman untuk mengetahui
manakegiatan yang pro lingkungan hidup dan mana
yang bukan, tidak mudah, tetapi secaraideologis
yang penting memiliki niatan. Melaui anggaran
ada ah sdah satu kunci untuk melihat gpakah Pemda
(Pemerintah Daerah) memiliki concern (perhatian)
terhadap lingkungan hidup atautidak, memang tidak
mudah untuk bisamengetahui bagaimanaanggaran
yang berwawasan lingkungan (Green Budgeting).
Paling tidak dapat diperiksakira-kiradi ddam ha
terkait lingkungan hidup berapa alokasi yang
diberikan Pemda, tetapi itupun tidak bisalebih de-
tail lagi.“ (Wawancara, Juli 2008)

Merancang “Kebijakan Sensitif Lingkungan”

Berbagal keputusan telah dihasilkan dari
rancangan kebijakan sengtif lingkungan antaralain,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang sempadan
sumber daya air, PERDA kawasan lingkungan,
PERDA pengendalian pencemaran udara, PERDA
Kawasan Bandung Utara, PERDA pengelolaan
lahan kritis. Yang kesemua lahir dengan melalui
berbagai pendekatan lobi baik melalui anggota
kaukus lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat
maupun DPRD KotaBandung, atau jugadengan
menggunakan kemampuan lobi diluar anggota
kaukusyang berasal dari EPW lingkungan hidup
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JawaBarat dan aktivis-aktivislingkungan baik dari
kalangan kampusmaupun LSM-LSM lingkungan.
Hal ini sesual dengan apayang disampaikan salah
satu informan dari anggota Kaukus DPRD Kota
Bandung kepada peneliti bahwa: “ Kaukus ikut
mempengaruhi dalam penyusunan PERDA
(Peraturan Daerah) terkait RTRW (Rencana Tata
Ruang danWilayah) di tingkat Provingd sebagamana
diacu oleh 4 (Empat) Kabupaten/Kota“.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam
melakukan lobi bagi upaya menciptakan dan
merancang ‘““Kebijakan Sensitif Lingkungan™
antaralain adal ah tidak mudahnyamempengaruhi
proses-prosespolitik yang berlangsung di legid atif
daerah agar setigp partal palitik baik di frakd maupun
komisi untuk mendukung kebijakan peduli
lingkungan hidup. Kondisi ini tergambar dari
wawancarapenditi dengan sdah satu informan dari
Kaukus DPRD Provinsi Jawa Barat: “ Anggota
Kaukusitutidak banyak, paling hanyasekitar 10 %
dari keseluruhan anggota Dewan, makabagaimana
kelompok yang kecil memiliki pengaruh besar di
dalamlegidatif, yang manaprosespolitik berlang-
sung di dalamnya, masing-masing fraksi kan
mempunyal anggota-anggota, kitaberupayamem-
pengaruhi, yang manake ompok yang prolingkungan
terus berusaha bertahan berhadapan dengan
kelompok lain yang tidak pro lingkungan. Yang pro
lingkungan sebetulnyatidak mesti beradaddam satu
frakd, atau dalam satu komig, yang penting adalah
proses-proses politiknya’.

Selanjutnyamenurut wakil Forum Kaukus
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat juga
menyatakanbahwa: “ Ddamkaukus. . . berlangsung
proses politik adalah negoisas, berdebat yang pada
akhirnyauntuk menghasilkan konsensus. Konsensus
bisaterjadi karenakitasaling mempercayai, yang
perlu adalah kita membangun kepercayaan.
Pengaaman di DPRD untuk membangun konsensus
adalah tidak mudah bahkan seringkali bisadead-
lock dikarenakan belum (sepenuhnya) saling
percaya. Untuk membangun saling percaya
diperlukan kesamaan dalam melihat suatu
permasdahan...”.

Gambaran yang lain proses-proses yang
berlangsung di legidatif daerah dikemukakan salah
satu anggota Kaukus DPRD Kabupaten Maje-
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lengka: “Kitabaik daam penyusunan Perdamaupun
penganggaran sudah terusmelibatkan diri ataupun
menginisias. Respon teman-teman anggotaDewan
yang lainjugabaik, meski adajugatarik-menarik
kepentingan politis. Satu fraks denganfraks yang
lainbiasanyaadarasa“iri” ketikaadaisu-isutertentu
dari frakd tertentu yang “menarik”. Makadukungan
diperoleh dari rekan-rekan karenaadanyarekan-
rekan Kaukusyang beradatersebar di fraks-fraks
jugasehinggadapat memperkuat isu lingkungan.
Alhamdulillah mengalir bagus. Dari 6 orang yang
tergabung dalam Kaukus bersinergi terus. “
(Wawancaradengan Bapak Subur, 2008).

Mengawasi kerja pejabat publik dengan
ukuran sensivitas lingkungan

Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidup
DPRD telah melakukan pula tugas mengawasi
bagaimanakinerjapeabat publik di daerah terkait
kepedulian lingkungan hidup. Meskipun dalam
pel aksanaan di lapangan tidak mudah dan justru
banyak menghadapi persoal an-persoalan praktek
kontraproduktif bagi kepedulianlingkungan hidup.
Hal ini seperti diungkapkan oleh informan yang
diwawancara oleh pendliti : “ Apaagi untuk penga
wasandi lgpanganlebih sulitlagi karenakaaudilihat
misalnyapenghijauan, ketikadiperiksakemudian
sding mengklamini program saya, yanglainbilang
ini program saya. Pengawasan yang tehnismemang
sangat sulit untuk dilakukan...”.

Jugadinyatakan olehinforman dari Kaukus
DPRD Kabupaten Mg elengka: “ Untuk persodan-
persoaan di Maja engkatidak terlau berbedajauh
dari daerah-daerah lain yaitu yang menonjol
persoa an kerusakan lingkungankarenagdian C, ini
yang masi h terus kita monitoring dengan Pemda
terutamaSKPD terkait, di S lain yang mengawas
jugaadayang gak beres sehinggakitapantau terus
hingga padaakhirnyaadabeberapagalian C yang
sudah kitatutup, banyak jugayang tidak memiliki
izinresmi. Kitaterusberusahadi barisan terdepan
untuk memantau, yang dapat izin pun terus kita
pantav, gpabilamenimbulkan kerusakan lingkungan
yakenapaditeruskan karenaapabilakami hitung
antaraPAD (Pendapatan Adli Daerah) yang kami
terimadibandingkan dengan kerusakan lingkungan
yang kami terimaternyatalebih besar kerusakan
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lingkungannya. Makakitateruspantau danevauad.
Sekarang yang menjadi tanggung jawab kitabersama
dengan K abupaten Kuningan addah menjagaTaman
Konservas “ (Juli 2008).

Beberapafaktor yang ikut mempengaruhi
pel aksanaan kiprah kaukuslingkungan hidup anggota
DPRD antaralainaddah: a). Kesadaran masyarakat
(Publik); b). Dukungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah; ¢). Dukungan organisasi dan
aktivislingkungan hidup; d). Dukungan lembaga
donor; e). Kedudukan Kaukus Lingkungan Hidup
Anggota DPRD dan; f). Tidak ada pos anggaran
tersendiri bagi Kaukus

Mengingat memang Kaukus bukanlah unit
sebagai bagian secarastruktur formal dari DPRD
makaK aukustidak memiliki posanggarantersendiri.
Hal ini terungkap dari wawancarapeneliti dengan
wakil KaukusDPRD Provins JawaBarat: “ Forum
yang adasifatnya sektarian, temporer sgja, tidak
permanen, suatu saat merencanakan kegiatan
diskusi, mengundang pakar, merumuskan dan
menuliskan dalam rekomendasi atau paper untuk
diberikan kepadarekan-rekan di DPRD. Dulu untuk
kel angsungan yang permanent pernah forumdi Jebar
memiliki kantor secretariat, tetapi tidak bisameme-
liharadan menjagake angsungan secretariat karena
memang forumtidak memiliki anggaran sendiri. Fo-
rum (kaukus) tidak dianggarkan olen DPRD dika-
renakan ini adalah forum non struktural (DPRD)“.

PEMBAHASAN

Terbentuknyakaukus dalam pengarusuta-
maan lingkungan hidup DPRD merupakanterobosan
baru untuk mengatas ‘ rintangan-rintangan politis
(political barriers) dalam kerangkamempengaruhi
proses pembuatan kebijakan publik (Public policy
making process). Kaukus sebagal sebuah forum
pertemuan dari parapendukung atau paraanggota
suatu partai politik telah menggambarkan adanya
perilaku politis (political behavior) baru dan unik
bagi parapoalitid di Indonesamengingat keberadaan
dankiprah Kaukusini addah berangkat dari praktek-
praktek dan pengalaman yang terjadi di politik dan
pemerintahan AmerikaSerikat. Yang manakaukus
adalah bermula sebagai suatu kumpulan dari
anggota-anggota KongresAmerika Serikat yang
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bertemu untuk mendiskusikan isu-isu tertentu atau-
pun bekerjasama dalam rangka berbagi bersama
tujuan-tujuan politis (a shared political goals).

Eksistens kaukuslingkungan hidup yang
terdiri dari individu-individu lintaspartai, lintasfrakg,
danlintaskomis yang mau bergabung tanpapaksaan
dari pihak manapun menjadi sarana efektif yang
sangat relevan padasaat ini untuk ikut ambil bagian
dalam mem-pressure dan mempenetrasi gagasan
ataupun agenda politis (political agenda) ling-
kungan hidup ketikapenyusunan agendapemerin-
tahan dan prosesformulasi kebijakan publik dan
bahkan hinggaimplementasinya. Posis dan peran
kaukuslingkungan hidup anggotaDPRD —maupun
parta politik- terhadap DPRD tatkala menjalankan
fungsinyadi legidatif padaprinsipnyatidak jauh
berbedadari posis dan peranyang dilakukan seama
ini oleh masyarakat, mediamassadan kel ompok-
kelompok kepentingan atau penekan (pressure
groups). Namun sesungguhnya kiprah kaukus
lingkungan hidup (anggota) DPRD secaraided dapat
memai nkan peran yang | ebih dibandingkan peran
masyarakat dan kelompok-kelompok penekan
lainnyayang memang pos sinyasecarategasberada
‘di luar kotak parlemen’. Kaukuslingkungan hidup
(anggota) DPRD meskipun bukan bagian (sub
ordinat) secaraforma ingtitusond di dalam struktur
organisas lembagalegidatif akan tetapi mash me-
miliki hubunganinforma secara’ politis dan‘moril’
mengingat paraanggotanyaada ah bagian dari partai
politik dan atau DPRD. KaukusLH DPRD memiliki
peluang dan tantangan yang sangat strategis dan
politis dalam upayamemperjuangkan lingkungan
hidup dalam agendapolitik (Suarna, 2008; 211).
Posisi dan kiprah Kaukus terhadap DPRD dapat
penditi gambarkan padagambar 2.

Meski demikian, adasatu hal penting yang
harusdiakui dantidak dgpat dipungkiri bahwaddam
kenyataan pada tataran empiris praktis di dunia
politik tidak secara otomatis suatu gagasan dan
‘kepentingan’ anggota-anggotapartal politik dan atau
DPRD yang beradadi dalam kaukuslingkungan
hidup akan sgdan dengan agenda politik partai dan
atau fraks dan komis di parlemen. Bahkan tidak
mustahil justruisu-isu ataupun persod anlingkungan
hidup bisa menjadi agenda ‘ nomor sekian’ dari
berbagai agenda pemerintahan seperti masalah
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Gambar 2. Bagan Posisi dan Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD Terhadap DPRD

pengangguran dan ketenagakerjaan, pencabutan
subsidi BBM, kenaikan hargabahan-bahan pokok,
tingginyabiayahidup sehari-hari dan sebagainya.
Berkaca pada pengalaman Canada tahun 1992-
1997an sebagai contoh, parapolitisi di parlemen
yanginginkembali menggelindingkan program-pro-
gramproteks lingkungan hidup tidak ragu-ragu untuk
mengambil inspirasi dari pendapat umum (Opinion
polls) yang menunjukkan bahwalingkungan hidup
menempati urutan kelima dibelakang masalah
pengangguran danisu-isu ekonomi ketikadilakukan
survey (Bailey, 1999; 4). Demikian pulahdnyafeno-
menadi AmerikaSerikat, terjadi suatu perdebatan
publik mengenai seberapajauhisu-isulingkungan
hidup menjadi agendapolitik, bagaimanaisu-isu
tersebut menembus cukup kesadaran umum yang
mempengaruhi pemilihan umum (Pemilu) Amerika
pada level nasional. Terdapat sepasang asumsi
politik, pertamabahwamasyarakat Amerikasecara
umum menempatkan prioritas paling tinggi pada
persoalan keamanan dan keselamatan mereka
meliputi keamanan financial dan kesdamatanfisik.
Kriminalitas, terorisme, dan perang sebagai contoh
masalah yang menciptakan kesan tantangan-
tantangan terhadap kesdlamatan fisk. Samadengan
hal itu, pemutusankerja, inflas, hargaminyak, biaya
perawatan kesehatan dan kredit yang kian sulit
membangkitkan perasaan keti dakstabil an keuangan.
Asumsi kedua, tantangan-tantangan terhadap
perhatian (concern) prioritas tinggi tersebut
cenderung menyediakan motivas terbaik bagi

kesadaran dan aktivitaspolitis (Burn, 2008; 8). Oleh
karenanyadalam konteks I ndonesia adal ah tidak
mudah pulauntuk mengusung pengarusutamaan
lingkungan hidup sebagal agendakebijakan (palitik)
pemerintahan yang mendapatkan prioritas yang
tinggi dibandingkan agenda-agendapublik yanglain.
Dalam tataran kebijakan publik, berdasarkan
wawancarayang telah dilakukan peneliti bahwaisu
lingkungan hidup sampai saét ini di Provins Jawa
Barat dan beberapa Kabupaten dan Kota yang
ditdliti padaawalnyamasih merupakan isumarjina
dalam pengambilan keputusan publik. Namun upaya
terus-menerus yang dilakukan anggota-anggota
Kaukus Lingkungan Hidup DPRD dalam
mensosialisasikan dan menyuarakan isu-isu dan
persoa an lingkungan hidup sudah mulai menggugah
kesadaran kognitif paraanggota DPRD.

Mencermati Kaukus Lingkungan Hidup
DPRD Provinsi JawaBarat maupun DPRD Kota
Bandung khususnyadengan berbagai kiprahnya,
menurut pencermatan peneliti terdapat beberapa
faktor yang menjadi pendorong kesungguhan K au-
kus dalam memperjuangkan lahirnyakebijakan-
kebijakan legidatif terkait lingkungan hidup, antara
lan:

Kesadaran Masyarakat

Sesual hasil wawancaradengan salah satu
anggota kaukus LH DPRD Kota Bandung
terdahulu, berbagai upayatel ah dilakukan untuk
membangun kesadaran kognitif masyarakat (Publik)
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tentang pentingnyapersoalan lingkungan hidup.
Mediaradio di daerah yang dimanfaatkan untuk
sharing of knowledge and information isu-isu dan
persoalan lingkungan hidup baik antara DPRD,
pemerhati lingkungan hidup dan Pemda cukup
strategisuntuk menyampai kan pesan-pesan (mes-
sages) mainstream lingkungan hidup bagi masya
rakat. Mengingat radio adalah salah satu media
massa yang dalam waktu dan kesempatan yang
samadapat menghantarkan pesan kepadakha ayak
umum secaramasal dan serentak.

K egiatan Jumat bers h, penanaman pohon-
pohon di sepanjang jalan, sosialisas “ Sekolah
Hijau”, “ Kelurahan dan Kecamatan Hijau” dilak-
sanakan forum antar KaukusLH se-Provins Jawa
Barat add ah upayamembentuk kesadaran koginitif,
afektif dan bahkan pskomotorik seuruh pemangku
kepentingan, baik masyarakat, Pemda maupun
DPRD. Berbagai stakeholder dan masyarakat pada
saat ini banyak yang memiliki kepedulian terhadap
lingkungan, karenanyaterdapat pel uang besar untuk
melibatkan peran serta masyarakat dalam
pemeliharaan dan pengel olaan lingkungan seperti
ekosistem mangrove, hutan lindung dan taman
nasionda (Suarna, 2008; 214).

Hal lain yang kian memperkuat kesadaran
masyarakat akan peduli lingkungan hidup adalah
terjadi bencanaaam padatahun-tahunterakhir ini
yang sering melandakotaBandung dan sekitarnya
sertaberdampak padamasyarakatnya, seperti banjir
di daerah-daerah pemukiman, masd ah sampahyang
betebaran di pusat-pusat kotadan pemukiman, yang
mengakibatkan kenyamanan hidup masyarakat kota
Bandung terusik. Hal ini berpengaruh padamulal
tumbuhnyakesadaran masyarakat akan kepedulian
terhadap lingkungan meskipuntidak dapat dipungkiri
dalam kenyataannya masih belum seluruh
masyarakat. K esadaran masyarakat dengan isu-isu
lingkungan tadi menjadi pendorong bagi kaukus
lingkungan hidup anggotaDPRD untuk |ebih proaktif
lagi menyuarakanisu-isulingkungan baik dalamin-
ternal DPRD maupun dengan eksekutif, dan pada
umumnya akan mendapat dukungan positif dari
masyarakat secaraluas. Dengan dukungan secara
luas dari publik maka mendorong pelaksana
kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah untuk
segeramerespon dan menyikapi isu-isulingkungan
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tersebut, misalnyadengan tindakan pengendalian
pencemaran udaradan konservas hutan di Bandung
Utara, dan sebagainya. Bagi DPRD sebagal indtitus
pembuat kebijakan publik (Public policymaker)
mendukung dan melandasi pemecahan lingkungan
hidup melaui produk kebijakan yang dihasilkan.

Melakukan Lobi bagi Kebijakan Sensitif
Lingkungan

K eberadaan Badan dan Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah baik di Provinsi Jawa
Barat maupun di Kota Bandung, memberi satu
kekuatan dalam memperjuangkan isu-isu tentang
lingkungan hidup, sehingga bisa bersinergi dan
berkolaboras memperjuangkan isu-isu lingkungan.
Hal ini samadengan dorongan yang diberikan oleh
pemerintah pusat melalui Kementerian Negara
Lingkungan Hidup yang mendorong Pemerintah
Daerah padaupaya-upaya pel estarian lingkungan
hidup di daerah.

Terkait penerapan peran dan fungsi
Meé akukan lobi bagi K ebijakan Sengtif Lingkungan”
KaukusLingkungan DPRD Provins JawaBarat,
DPRD Kota Bandung maupun Kaukus DPRD
Kabupatern/K otadi JawaBarat harussecaraintensf
melakukan komunikasi dengan fihak legidatif
(DPRD) baik secara perorangan maupun
kelembagaan dan Kepala Daerah berikut jgjaran
perangkat daerah terutama SKPD-SKPD terkait
lingkungan hidup seperti Bappeda, Badan/Dinas
Lingkungan Hidup, DinasPU, Dinas TataK otadan
yanglainnya Hd ini sangat diperlukan ddamrangka
membangun cara pandang ataupun “opini” yang
“sama’ terhadap berbagai persoalan lingkungan
hidup utamanyayang dihadapi oleh masing-masing
Kabupaten/K otamaupun lintas Kabupaten/K ota
dan Provinsi Jawa Barat. Berpijak dengan cara
pandang yang “sama’ terhadap berbagai persoalan
lingkungan hidup akan sangat kondusif dalam
mengembangkan aksi bersama diantara para
pemangku kepentingan baik di legidatif maupun
eksekutif daerah padasaat mengatas, memecahkan
dan bahkan mengantisipasi masalah-masalah
lingkungan hidup yang dihadapi.

UpayaKaukusLingkungan Hidup DPRD
baik Proving maupun Kabupatern/K otadi JavaBarat
dalam melakukan berbagai pendekatan terutama
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jugake Pemerintah Daerah setempat sudah sesual
dengan gagasan dari target agendajangkapanjang
penguatan Kaukus Lingkungan Hidup berupa
mengkonsolidasikan Indonesiamelalui penguatan
“Biokras” sebagamanadikemukakan (Fatah, 2008;
6). Hubungan kerjaDPRD Kabupater/K otadengan
Pemerintah Daerah ddam rangkapengarusutamaan
lingkungan hidup tergambar padabagan mekanisme
kerja“Biokras” seperti padagambar 3.

Biokrasi ini sebagal pemerintahan yang
menimbang makhluk hidup, yang manabukan sgja
manusiayang mesti ditimbang dan diwakili kepen-
tingannya, tetapi juga binatang, ekosistem, dan
generas mendatang. Konsepini padaintinyamene-
gaskan bagamanapemerintahan—balk legidatif mau-
pun eksekutif- dalam perumusan, implementas dan
penghakiman kebijakan berorientas padapengarus-
tamaan lingkungan hidup. (Ball, 2007: 101-102).

Secarateoritik, konsep“Biokras” merupa
kan gagasan baru untuk di Indonesia, apa agi jika
dibawaketataran praksisyaitu dalam praktek pe-

Mekanisme Biokrasi

FUMNGSI INPUT
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nyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun
daerah. Dalam konteksdaerah, tentunyadukungan
riel pemerintah daerah (Pemda) berupaperwujudan
birokras yang mengarusutamakan lingkungan hidup
padape aksanaannyatidak mudah dimanifestaskan
apabila kerangka konseptual belum terbangun
dengan jelas dan gamblang di benak para
penyelenggara pemerintahan. Mengkonstruksi
mode implementas —organisasi- pemerintahanyang
berorientasi padalingkungan hidup, lebih lanjut
merupakan suatu tugas* besar’ tersendiri yang harus
dipersgpkan dan dikerjakanterlebih dahulu ssbelum
membicarakan pelaksanaan di lapangan. Akan
tetapi, setidak-tidaknyadalam bentuk sederhana
yang sudahlebih kongkrit sdamaini dilakukanaddah
tindakan pemerintah daerah dalam mengantisipas
dan memecahkan masdah-masadahlingkungan hidup
yangterjadi.

Peranan pemerintah dalam menanggapi
keperihatinan publik atas persod an lingkungan dapat
ditindak-lanjuti dengan membuat dan menegakkan
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Gambar 3. MekanismeBirokras
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peraturan untuk pengendalian dampak lingkungan
maupun mengendalikan atau semisal menindak
perusahaan yang menghad|kan dampak negetif pada
lingkungan. Tindakanini dapat diklasifikas sebagal
tindakan disinsentif karenamemberikan hukuman
kepadamerekayang melanggar aturan namun bisa
berdampak postif bagi lingkungan.

Inisas penguatan Kaukusterhadap peran
birokras dalam pengarusutamaan lingkungan hidup
pada akhirnya harus mampu menciptakan “
pemerintah daerah (yang) hijau” (Green govern-
ment) yaitu sosok Pemdayang memiliki benar-benar
concern, commitment dan willingness pada
lingkungan hidup. Sebagai eksekutif di daerah,
Pemdaterus-menerusharusikut mensosidiasikan
arti penting kepedulian terhadap lingkungan hidup,
mengartikulasikan berbagai aspirasi dan tuntutan
publik terkait isu-isu dan persod an lingkungan, dan
mengkomunikasikan secara intensif dan massif
kebijakan-kebijakan Pemdadal am hubungannya
dengan lingkungan hidup, berjalan sairing bersama
dengan DPRD. Perumusan dan implementasi
kebijakan apapun di daerah harustetap kental ber-
nuansamengedepankan pertimbangan lingkungan
hidup.

Dukungan Organisasi dan Aktivis Lingkungan

K eberadaan aktivis-aktivislingkungan hidup
baik yang berasal dari kalangan kampus maupun
LSM-LSM lingkungan juga menjadi salah satu
pendorong bagi kegiatan aktivitaskaukuslingkungan
hidup DPRD Provins JawaBarat dan DPRD Kota
Bandung khususnya, karenadengan keterlibatan
mereka sebagai kelompok penekan terhadap isu-
isu lingkungan, maka sering menjadi pendorong
percepatan |ahirnyaberbagai kebijakan proling-
kungan hidup.

Adasesuatu yang mendasar yang harusyang
dibangun antaraingtitus pemerintahan bak legidatif
(DPRD) maupun eksekutif (Pemda) dengan
organisasi-organisas madani (NGO/CSO) adalah
polakemitraan yang Ssmbiosismutuaistik diantara
keduafihak. Pemerintah daerah maupun DPRD di
eraketerbukaan seperti sekarangini tidak bisalagi
memandang kel ompok-kelompok aktivis selaku
pressure groups —termasuk organisasi dan para
aktivislingkungan hidup- VisA Visataupun saling
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berhadap-hadapan gpaagi bel akang-membe akangi,
demikian pulasebdiknya.

Dukunganorganisad danaktivitaslingkungan
hidup sangat diperlukan dalam mengartikulasikan
dan mengagregasikan kepentingan masyarakat —
termasuk ekos sistem, binatang dan generasi men-
datang- terkait isu dan persoal an lingkungan hidup
dalam proses-proses pembuatan kebijakan daerah
di DPRD untuk menghasilkan produk-produk
kebijakan prolingkungan hidup. Dari hasil wawan-
caradan pengamatan yang dilakukan peneliti, fo-
rum KaukusLH DPRD baik Provins JawaBarat
dan DPRD K otaBandung khususnya, sudah meng-
gandeng bebergpaorganisas lingkungan hidup dan
EPW (Environmental Parliament Watch) Proving
JawaBarat untuk mendukung upaya pengarusu-
tamaan lingkungan hidup di DPRD.

Dukungan Lembaga-lembaga Donor

Salah satu pendorong lain untuk aktivitas kaukus
lingkungan hidup DPRD kota Bandung adalah
adanya bantuan pendampingan tehnis (Technical
assistance) dari lembaga donor seperti UNDP,
Partnership, dan beberapayang lain. Yang mana
faslitas secarafinansia dan supervis mendorong
bagi upaya-upaya melahirkan kesadaran akan
pemahaman terhadapisulingkungan hidup sehingga
mampu memberi dampak bagi |ahirnyaberbagai
kebijakan yang pro padalingkungan hidup.

Daam mensikapi bantuan lembagadonor
maupun kerjasamayang ditawarkan mereka, forum
KaukusLingkungan Hidup DPRD Proving maupun
Kabupaten/K otaJawaBarat harus sgjak awal me-
miliki vig, mis, agendakerja, program dan kegiatan
yangjelas, terencanabahkan terukur terkait kepe-
dulian lingkungan hidup. Dengan perspektif ini maka
forum Kaukus tidak sekedar melaksanakan dan
menggenapi apayang memang sudah menjadi pro-
gram dan kegiatan-kegiatan lembaga-lembagado-
nor, apaagi bilamengesankan bahwa setiap sepak
terjang forum Kaukus dengan agendaprogram dan
kegiatannyaterkait kepedulian lingkungan hidup
didikteolehfihak lain.

K ekuatan utamabagi tumbuhnyaisu-isu
kepedulian padalingkungan hidup sesungguhnya
basisintinyaadalah di masyarakat. Apabilasetiap
individu dari anggota masyarakat baik secara
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perorangan maupun kolektif memiliki perhatian (con-
cern) padalingkungan hidup makasecaraotomatis
penanggung jawab terdepan pemecahan berbagai
persod anterkait lingkungan hidup termasuk sebagal
sdah satu contoh ada ah masd ah sampah yang sem-
pat menggunung dan mencengangkan di Kota
Bandung adalah masyarakat itu sendiri.

Selain faktor-faktor pendorong tersebut
diatas, ditengarai oleh pendliti masih adanyabebe-
rapafaktor penghambat bagi kiprah KaukusLing-
kungan Hidup DPRD Provins JawaBarat maupun
DPRD KotaBandung khususnya, antaralain:

Kedudukan kaukus lingkungan hidup DPRD:
unitinformal

Karenakedudukan Kaukuslingkungan hi-
dup DPRD, tidak dalam struktur kelembagaan
DPRD dan tidak merupakan alat kelengkapan
Dewan seperti komis danfrakd, makasecaralegiti-
mas kedudukan kaukus hanyabersifat informal.
Dengan kedudukannyayang bersifat informal ber-
akibat pada keanggotaannyajugatidak mengikat
danterstruktur formalistik, tetapi hanyamerupakan
forumkomunikas antar anggotaDPRD yang peduli
terhadap isu-isulingkungan, yang berasa dari lintas
komig danlintasfraks.

Dengan melihat kedudukannyamemang
Kaukus lingkungan Hidup DPRD tidak bisa
“menekan” langsung secaraformal struktural ter-
hadap DPRD daam pembuatan berbagal rancangan
kebijakan publik agar pro terhadap i su lingkungan
hidup, namun Kaukustetap memiliki posis tawar
(bargaining position) untuk mempengaruhi DPRD
agar mengarusutamakan lingkungan hidup dalam
legidas.

Kehadiran Kaukus lingkungan hidup DPRD di

Kabupaten/K ota dan Provins diharapkan dapat
mempercepat prosesinternaisas kepentingan ling-
kungan dalam proses pengambilan keputusan. Kau-
kuslingkungan sebaga sdah sstuingtitud lingkungan
yangmemiliki nila poilitisdan srategisdapa menjadi

salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan
kelembagaan lingkungan saat ini. Tentu semuanya
tergantung seberapakuat Kaukus* mempengaruhi’

DPRD dalam pengambilan keputusan politik
(Kebijakan). Oleh karenanyadadam memperjuangan
isu lingkungan tersebut, Kaukus tetap harus
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bersnergi pulamenggunakan kekuatan-kekuatan di
luar keanggotaan kaukuslingkungan hidup DPRD
seperti dukungan dan tekanan dari masyarakat dan
kel ompok-kelompok penekan dari LSM-LSM dan
ORMAS(Organisas Masyarakat) untuk kian mem-
perkuat dayatekan secarapolitisdalam pengarusu-
tamaan lingkungan hidup di parlemen.

Aktivitas sebagai anggota kaukus vs sebagai
anggota DPRD maupun partai politik

Anggota-anggota DPRD kota Bandung
tergabung dalam anggotaK aukusLingkungan Hidup
DPRD secarainformal, sedangkan mereka secara
formal struktural terikat dalam komisi-komisi dan
fraksi-fraks yang adadi DPRD kotaBandung, se-
hingga kadang mereka secara perorangan lebih
merasadituntut dan disbukkan oleh tugas-tugasfor-
mal kelembagaan Dewan. Akibatnya bisa dapat
diperkirakan bahwauntuk lebih aktif ddam kegiatan
kaukuslingkungan sering terhambat karenatugas-
tugas dinas kelembagaan tadi. Kondisi ini juga
diperparah mengingat keberadaan anggota-anggota
DPRD tadi terikat secaraorganisatorisdengan par-
tai-partal yang mengusungnya, sehinggaketikaakan
dilaksanakan pilkada semisal padasaat pemilihan
Walikota Bandung, sebagaimanayang pernahter-
jadi, maka perhatian mereka akan tercurah pada
kegiatan-kegiatan pemenangan ca on kepaladaerah
yang diperjuangkan oleh partai-partai mereka. Hal
ini juga akan samadialami pada setiap kegiatan
Pemilu (Pemilihan Umum), dimanadaamtiap-tiap
tahapterkait pemilubak pemilinan legidatif maupun
pemilihan Presiden, merekasebaga anggotapartal
akan terkuras waktunyauntuk kegiatan tersebut.
Pada saat tiba pemilihan merekasebagal anggota
legidlatif periode-periode berikutnya, yang mana
merekapadaumumnyaakan |ebih konsentras dan
perhatian (Concern) untuk memperjuangkan diri
mereka agar dapat terpilih kembali dan duduk
menjadi anggota DPRD periode masa kerja
berikutnya.

Tidak adanya pos anggaran tersendiri bagi
kaukus

Hampir sddumenjadi dasanyang kuat bagi
terkendal anyaaktivitas-aktivitas suatu organisas
sebagaimanajugakaukuslingkungan hidup DPRD
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Proving JawaBarat maupun kota Bandung adalah
tidak tersedianyapos anggaran secarakhususbagi
Kaukus, sehingga selamaini dalam berkiprah di
Kaukussetigp anggotaDPRD |ebih banyak menge-
luarkan biayaperorangan sebagai anggotakaukus
tersebut. Ataupun padasebagian kegiatanlainyang
dapat terjalin kerjasamaKaukusdenganfihak lain,
mas h dimungkinkan adanyadukungan keterlibatan
anggaran dari pihak lain seperti halnyakerjasama
dalam kegiatan dengan Kementerian Negara
Lingkungan Hidup, beberapalembagadonor mau-
pun L SM-L SM lingkungan hidup. Meski tidak dapat
dipungkiri seringkali kegiatan-kegiatan tersebut
menjadi dipandang sebagal kegiatan organisad lain
di luar Kaukus ataupun terkesan sebagai kegiatan
subordines dari organisas ataupunlembagalaindari
luar kaukuslingkungan DPRD itu sendiri.

K enda atidak adanyaposanggaran khusus
di forum Kaukus sebenarnyadapat diatas apabila
forum Kaukus meskipun bertipeorganisas informd,
bukan sebagai sebuah institusi berstruktur formal
birokratik namun dalam mekanisme kerja dan
pengel olaannyatetap harus ber-framework orga-
nisasiond, kepengurusan yang fungsiond, memiliki
pendanaan, rencanakerja, target yang harusdicapal,
profesiona dan seterusnya.

Menominasikan kandidat pejabat publik yang
sensitif lingkungan maupun politisi yang sensitif
lingkungan

Menominaskan secarakhususcaon pe abat
publik yang memiliki kepekasan terhadgp lingkungan
hidup apdagi bilayang dimaksudkan ada ah seorang
kepala daerah tentu sangat tidak mudah. Hal ini
mengingat bahwa" parameter” ataupun “ciri-ciri”
s0s0k kandidat yang di perjuangkan ol eh suatu partai
politik tertentu secarapastinyatidak diukur semata-
matagpakah diasengtif atautidak sengtif terhadap
lingkungan hidup. Karenayang jelas partai politik
telah memiliki parameter tersendiri bagi calonnya
yang setidaknyafigur berkarakteristik penuh muatan
kepentingan politik (political interest) yang memang
ingin diperjuangkan atau bahkan diperebutkan oleh
partai politik di parlemen melalui kandidatnya
tersebut.

Dalam realitas faktual mengedepankan
calon kepaladaerah yang berkarakteristik sensitif

Jurnal llmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 138 -155

lingkungan hidup senyatanyaadal ah sangat langka
dan bahkan mungkin masih sangat jauh dari gpayang
kitabayangkan dan hargpkan. Mungkin dapat diper-
kecualikan adalah apabilasgak awval memang plat-
form suatu partai politik tersebut adalah menganut
mainstream (pengarusutamaan) dan bahkan
ideologi prolingkungan hidup.

Oleh karenanya, adalah sangat beral asan apabila
sdlah satu peran penting Kaukus DPRD Lingkungan
Hidup sebagaimanayang telah ditetapkan, ialah
menjadi forum-forum pertemuan yang * tertutup’
untuk menominasikan kandidat pejabat publik —
utamanyakepaladaerah- yang sengitif lingkungan
hidup. Demikian pulaha nyadengan berbagal upaya
untuk menggol kan sosok-sosok calon politis yang
memang memiliki kepekaan terhadap lingkungan
hidup sehinggaperjuangan mewujudkan ““parlemen
hijau™ tercapai. Yang manatarget lebih jauh dari
terciptanya “parlemen hijau” adalah mampu
melahirkan “kebijakan-kebijakan hijau™
berupaproduk-produk legislasi pro lingkungan
hidup.

Temuan penditianini menegaskan urgenditas
dan strategisposis dankiprah ‘ bawaan’ (melekat)
pada kaukus sebagai suatu kelompok yang unik
maupun sebagai forum pertemuan-pertemuan yang
eksklusif (bahkan private, istilah Roger Scruton)
daam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik
dan menentukan kandidat tertentu dalam posisi-
posis jabatan publik maupun politik. Dibandingkan
pengdaman di Amerika Serikat yang manasebutan
kaukus sudah muncul di Boston di awal paruh abad
18-an digunakan sebagai namaklub politik (politi-
cal club), the Caucus ataupun klub kaukus (Cau-
cus club), tentu lahir dan terbentuknyakaukus di
Indonesiatergolong sangat baru. Februari tahun
1763 di dalam catatan diary John Adams Massa-
chusetts adalah sebagal salah satu penampilan-
penampilanpaing awa Kaukusdimanacaon-caon
untuk pemilihan publik, merekadiseleks di ruang
yang private dengan konotas modernyang disebut
“smoke-filled room”. Kaukus-kaukusyang sama
jugadiadakan oleh partai-partai politik di tingkat
negarabagian.

Kiprah-kiprah awal kaukusdi Indonesia
diantaranya ditandai munculnya Kaukus Politik
Perempuan | ndonesi ayang memperjuangkan kuota
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30 % bagi perempuan di parlemen dan beberapa
macam kaukus lainnya dengan kepentingan-
kepentingan politik masing-masing yang diusungnya
Terbentuknyakaukusuntuk lingkungan hidup DPR-
DPRdi Indonesialebih mudalagi dengan dicanang-
kannyapadatahun 2002 oleh Kementerian Negara
Lingkungan Hidup. Berbedadengan pengalaman
lahirnyaKaukus dalam konteks Amerika Serikat,
kaukuslingkungan hidup (anggota) DPR/DPRD ini
justrudiinisiasi oleh Kementerian NegaraLing-
kungan Hidup sebagal sdlah satuingitus pemerintah
pusat.
Kaukus-kaukuslingkungan hidup (anggota) DPRD
yang kian bermunculan akhir-akhir ini mengin-
dikas kan adanyakecenderungan (trend) baruddam
penggalangan’ kekuatan-kekuatan politik’ untuk
"menekan’,’mewarna’ dan mempengaruhi proses
pembuatan kebijakan publik di parlemenyang lazim
selamaini dilakukan oleh warganegara, kelompok-
kelompok penekan seperti LSM, organisasi
kemasyarakatan (Ormas), partai politik (Parpol),
lembagarlembagapenditian dan mediamassaddam
konsep studi kebijakan publik (Anderson, 1994;
63-71, Howlett and Ramesh, 1995; 52-59.
Temuan penting lainnya, kiprah kaukusling-
kungan hidup (anggota) DPR/DPRD tidak dapat
dipungkiri ' masihterbatas daam artian belum sepe-
nuhnyamendominas pengarusutamaan lingkungan
hidup dalam proses pengambilan kebijakan di
parlemen (green policy making process) -meski
diakui ini sangat penting, strategisbahkan krusial-.
Senyatanyamemang belum seluruh anggotapartai
politik maupun anggota Dewan tergabung di dalam
Kaukus. Adalah suatu realita yang tidak dapat
dipungkiri bahwaterbatasnyajumlah anggotapartai
politik maupun anggota Dewan yang sudah ber-
wawasan lingkungan hidup di parlemen sangat
mempengaruhi besaran dukungan ataupun suara
dalam pengambilan kebijakan. Jumlah partal yang
ber-platform lingkungan hidup (Green Parties)
maupun yang pro lingkungan hidup (green parties)
di parlemen adalah masih minoritas, sebagaimana
hasil wawancara dengan wakil Kaukus DPRD
Provins JawaBarat. Persoa an pengaruh pengam-
bilan keputusan di parlemen dengan minoritasang-
gotapartal yang adadi ddamnyabisabel gar banyak
dari pengdaman Audtrdia(Waters, 2008; 41). Juga
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pengalaman di Jerman padatahun 1998 ketika Fed-
eral Green Party hanya memenangkan suara
pemilihan nasiona di bawah 7 % makamel akukan
koalisi dengan partai Sosial Demokratik (Social
Democratic Party) (Blue, 2008; 44), dengan
harapan dapat berbagi kekuasaan (sharing of
power) kelak diddam pemerintahanfederd (Alison,
1996; 470 dan Blue, 2008; 44).

Pengal aman Jepang meskipun partai-partai hijau
(green parties) paliang banyak adalah pemain-
pemainkecil (small players) dalam politik nasiond
namun merekadi perhitungkan dagpat mempengaruhi
agendapolitik nasional. Sebagal perubahan suatu
masyarakat postindustry dukungan publik me-
ningkat untuk isu-isuyang dikembangkan oleh parta-
partal hijau. Partai-partal yang sudah adamerespon
untuk mengangkat isu-isu tersebut dan kadang-
kadang mengajak partai-partai hijau untuk
bekerja sama dalam pemerintahan koalisi
(Park, 2001; 149).

Kerjasama dan dukungan dari berbagai
fihak untuk memperkuat dayatekan politis(politi-
cal pressure) Kaukus terhadap —para anggota-
partai politik maupun DPRD dalam pengarusu-
tamaan lingkungan hidup adalah sangat penting.
M encontoh apayang sudah dilakukan ol eh partai-
partai lingkungan hidup (Green Party) maupun
partai-partal prolingkungan (green party) di negara-
negara Eropa Barat dalam mewujudkan agenda
palitik lingkungan hidup, merekabersatu padu ddam
wadah Kaukuslingkungan hidup partai-parta " hijau’
Uni Eropamaupun European Green Party (EGP)
(Rochon, 1999; 745 dan Anonymous, 2004; 3).
Meaui wadahini, negara-negaraEropaBarat ter-
sebut dapat memecahkanisu-isudan persodanling-
kungan hidup —termasuk climate change danglo-
bal warming saat ini- secaramultilateral —sesuai
jargonthink globally and act (trans) locally-, men-
desakkan agendaperumusan kebijakan padasetiap
negarayang terlibat dalam Uni Eropa, mengem-
bangkan green political parties, green politics dan
green parliment di tigp-tigp negara, sertamemberi-
kan dukungan pengangkatan pejabat-pejabat publik
yang berorientas lingkungan hidup.

Tentu untuk partai-partal di Indonesaharus
lebih bisamenyatukan diri dalam kerangkakepen-
tingan dan tujuan nasiond yang sama(national com-
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mon sense) untuk mel estarikan lingkungan hidup dan
masadepan pembangunan yang berkelanjutan, baik
dalam wadah K aukus ataupun forum antar partai
politik dan semacamnya. K erjasamadan dukungan
tersebut dapat dipraktekkan baik ditingkat daerah,
antar daerah maupun nasiond bahkaninternasional.
Kiprahlebihlanjut dari kaukus-kaukuslingkungan
hidup DPRD yang adauntuk melangkahjauh mewu-
judkan apa yang disebut-sebut sebagali konsep
green party, green politician, green parlement dan
green government (Biocracy, istilah Terrance Ball)
membutuhkan prasesdan waktu yang masih panjang.
Indikasinyaadal ah adanyaketidaktegasan partai-
partal politik di Indonesiadaam mengusung ling-
kungan hidup sebagai —salah satu- platform
partainya.

Mengikuti perkembangan wacananya, ter-
dapat kategorisas Green Party (huruf besar) dan
green party (huruf kecil) dalam kaitan kiprah partai
politik dan lingkungan hidup. Masuk dalam sebutan
green party adalah siapapun partai politik dengan
apapun ‘ benderd , platform partainyayang menun-
jukkan dan memiliki perhatian (concern) dankomit-
mennyajpadaisu-isu dan persoad anlingkungan hidup.
Sedangkan Green Party adalah suatu kelompok
politik yang memang secaranyatadan formd serta
spesifik menyatakan diri sebagai partai (politik)
lingkungan hidup yang hanyaber-‘ideologi’ ling-
kungan hidup. Yang manatidak memperjuangkan
gpapun sdlain dari mainstream lingkungan hidup.

Ditinjau dari kemunculan pengarusutamaan
lingkungan hidup padabeberapapartai di Indone-
Sladengan penga aman negara-negaraEropa Timur
khususnya, terdapat perbedaan. Padamulanyane-

gara-negaraEropaTimur yang menganut komunisme
sebagal ideologinya, partai-partai “sayap kiri’ yang
ada memperjuangkan lingkungan hidup adalah
karenalatar belakang secaraideol ogisdan politis,
yang manalingkungan hidup menjadi ‘alat perla-
wanan' terhadap kapitalismeyang dipersonifikaskan
oleh negara-negaraEropaBarat utamanya. Dengan
runtuhnyakomunismed negara-negaraEropaTimur
tahun 1989, perspektif dan carapandang lingkungan
hidup mengalami pergeseran. Pada tahun 1989-
1994, dirandan gerakan sosd dan politik di negara:
negaraEropa Timur melakukan perubahan orientas
terkait wacana lingkungan hidup termasuk partai-
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parta politik yang ada. (Erich, 1995; 315, dan Rudig,
2002b; 22-24). Bagi partai-partai politik di Indo-
nesia, latar bel akang pengarusutamaan lingkungan
hidup merekalebih padasuatu bentuk concern (per-
hatian) dan komitmen pada pel estarian lingkungan
hidup ataupun agendapolitik ‘ tertentu’ .

Segjalan dengan pandangan Terrance Ball
(2005; 2-3), sendiri ketika ditanyakan adakah
hubungan demokras dengan pengarusutamaan ling-
kungan hidup, iamenyatakan bahwasecarasubtans
tidak ada hubungan teoritik konseptual maupun
logika antara konsep democracy di satu sisi dan
konsep environmentalism di S5 lain. Padadasarnya
apapun bentuk maupun sistem pemerintahan yang
dianut suatu negaramemiliki kecendrungan dan
peluang yang samauntuk bisapro ataupun kontra
terhadap kepedulian lingkungan hidup. Pada
prinsipnyaapapunidiologi yang dianut seseorang,
kel ompok maupun suatu bangsadapat mengarusuta:
makan lingkungan hidup. Banhkan dibekasnegara-
negarapenganut idiologi kemunisme adabanyak
partal yang berairan merah (kumunisme) yangjuga
berorientas padalingkungan hidup, biasanyamereka
dijuluki dengan sebutan red-green-party.

Terkait kiprah mewujudkan partai hijau
(green party), Kaukusmemiliki peran strategisyaitu
menginspiras dan menstimulas lahirnyasecarariel
partai-partal lingkungan hidup (Environmental par-
ties, Green Parties) dan‘ partai-partai hijau’ (green
parties). Kaukus bisamenjadi aktor perintisdan
pelopor bagi muncul dan berkembangnya partai-
partal hijau sebaga manapengd aman yang berlang-
sung di negara-negaraEropaBarat, EropaTimur,
EropaUtara, negara-negara Skandinavia, Amerika
Serikat, Australiadan SelandiaBaru.

Belgar dari pengalaman di banyak negara
EropaBaa, parta-partai hijaumuncul pertamakali
terlibat di pemerintahanlokal. Di negara-negarafed-
eral ataupun yang lain yang memiliki basisregiona
yang kuat, pengalaman pemerintahan padalevel
menengah menyiapkan suatu arena penting bagi
pembe g aran bagamanamenguasal tanggung jawab
baru. Adayang penting secarakhusus di Jerman,
dimanapartal hijau secararegular telah bekerjasama
membangun koalisi pemerintahan pada tingkat
negara bagian (“Land”, state level) sgjak per-
tengahan tahun 1980an (Rudig, 2002; 44). Di ddam
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sistem partai politik AmerikaSerikat sendiri, partai

yang berorientasi padalingkungan hidup (Green
Party) —dengan Constitution Party dan Libertar-
ian Party- adalah masuk dalam kelompok partai

terbesar ketiga setelah partai Republik dan partai

Demokrat. Green Party ini telah aktif sebagal parta

ketigasegjak tahun 1980-an. Partai ini telah mem-
peroleh perhatian publik yang tersebar semasa
Presiden Partai yang keduaberjalan di tahun 2000.
Green Party ini di Amerika Serikat telah meme-
nangkan jabatan terpilih paling banyak di tingkat
lokal. Pemenang jabatan publik terbanyak di

Amerika Serikat adalah orang-orang yang ‘ hijau’

yang telah memenangkan pemilihan suaranon-par-
tisan. Padatahun 2005, partai ini telah mempunyai

305.000 orang anggotayang terdaftar di negara-
negarabagian yang memungkinkanregistras partal.
Sepanjang tahun 2006 pemilihan, partai sudah
mengaksessuaradi 31 negarabagian.

Bercermin pada pengalaman kemunculan
dan peran partai-partai hijau di EropaBarat dan
EropaTimur sartaAmerikaSerikat bermuladari ting-
kat negara bagian ataupun pemerintahan lokal,
adalah suatuinspiras luar biasabagi kiprah Kaukus
lingkungan hidup DPRD Kabupaten/K ota untuk
kian memainkan peran pentingnyaberangkat dari
kiprah yang dilakukan di tingkat pemerintahan |oka
(local government level).

Demikian pulauntuk kaukusberkiprah membangun
cara pandang, sikap dan perilaku para politisi —
apapun partai politiknya- agar bermainstream
lingkungan hidup disamping preferend (kepentingan)
politik tertentu yang diperjuangkannya-baik atas
nama‘ perseorangan’ maupun ‘kelompok’ tertentu-
memerlukaninternaisas dansosidisas yangtidak
sebentar dan bisainstant.

Terkait kiprah kaukus mewujudkan green govern-
ment maka harus didesain terlebih dahulu konsep
teoritik dan model aplikatif penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientas padalingkungan
hidup.

Implikas dari penditianini addah adanyapradigma
baru (new paradigm) dalam kgjian kebijakan publik
(Public Policy Study) yang mengarusutamakan
lingkungan hidup sebagaimana kecenderungan
pengambilan kebijakan publik hari ini yang
berorientasi padaisu-isu dan persolan kesetaraan
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jender (Gender equality) dan hak-hak asas manusia
(Human Rights).

SIMPULAN

Memang kendaladan tantangan ke depan
kiprah (Peran dan Fungsi) Kaukus Lingkungan
Hidup DPRD Provins JawaBarat dan DPRD Kota
Bandung akan semakin berat dan membutuhkan
perj uangan yang sungguh-sungguh dan panjang untuk
mengarusutamakan lingkungan hidup (Environmen-
tal Mainstreaming). Dari aspek agendakerjabaik
berupaprogram dan kegiatan, forum Kaukusharus
terusmenginovas berbagai terobosan untuk pem-
bentukan public opinion tentang lingkungan hidup.
Forum Kaukus perlu senantiasa melakukan re-
orientasi kerjaKaukus agar berbagai upayayang
sudah, sedang dan akan dilaksanakan mengarah
kepada pencapaian target agenda kerja Kaukus
secaraoptimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
KaukusLingkungan HidupAnggotaDPRD Proving
JawaBarat dan DPRD K otaBandung sesual dengan
agendakerjayang telah ditetapkan menurut peran
danfungs KaukusLingkungan DPRD dapat dinilai
peneliti sudah melaksanakan dan berusaha
mengupayakan 5 (Lima) peran dan fungsinyayang
meliputi (1) membangun“Publik Sedar Lingkungan®,
(2) melakukan lobi bagi “K ebijakan Sensitif Ling-
kungan“, (3) menyusun strategi dan taktik menuju
“Parlemen Hijau“, (4) merancang “Kebijakan
Sengitif Lingkungan®, (5) mengawas kerjapejabat
publik dengan ukuran sensivitaslingkungan. Se-
dangkan perandanfungs menominasikan kandidat
pejabat publik dan politis yang sengitif lingkungan
hidup pada saat penelitian ini dilakukan belum
tampak indikasinya.

Dilihat dari pencapaian target agendakerja
yang telah direncanakan berdasarkan rentang waktu
program, baik jangkapendek, menengah danjangka
panjang, makaK aukus Lingkungan Hidup Anggota
DPRD Provins JawaBarat, beberapa K abupaten/
KotaProving JawaBarat dan DPRD KotaBandung
khususnyasudah termasuk K aukusyang tergolong
mengusahakannya.

Sebagai realisas dari peran dan fungs
“Membangun Publik Sadar Lingkungan” forum
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KaukusLingkungan Kabupaten/K otaProving Jawa
Barat dan DPRD K otaBandung harusmelakukan
penguatan yang membangun opini berbagai fihak
untuk terlibat dalam kepedulian lingkungan hidup.
K ebutuhan penguatan yang mencakup perluasan
arena yaitu tidak hanya di dalam partai dan di
parlemen tetapi jugadaam organ-organ politik lain
secarame uas. Dari 99 perluasan keanggotaan, tidak
hanya beranggotakan para anggota Dewan baik
pusat dan daerah tetapi meluaskeberbaga kaangan
termasuk duniausahadan civil society (Masyarakat
madani). Sedangkan dari Sisi perluasan dan pene-
gasan fungs disamping pembentukan kesadaran
publik, upaya peningkatan kekuatan pro-lingkungan
berbasis konstituen (masyarakat pemilih) dan
penguatan biokrasi mutlak harus dibangun dan
dibangun.

Kiprah kaukuslingkungan hidup (anggota)
DPRD daam mengarus utamakan konsep, wacana,
ISu-isu dan persodan lingkungan hidup dalam proses
pengambilan kebijakan publik ini merupakan studi
kebijakan publik kontemporer dan globalized,
berbeda dengan studi-studi kebijakan yang lalu
(klasik). Dampak padapengembangan ilmu admi-
nistrasi negara utamanya studi kebijakan publik
antaralain adalah pengayakan padafocus (kgian)
dari 99 paradigma, isu-isudominanyang dikgi, nilai-
nilal yangingindicagpal, dasar-dasar danargumentas
kebijakan, pendekatan dan moddl kebijakan, serta
analisakebijakan yang dipergunakan. Diharapkan
penelitian ini bisamenginspirasi bagi penelitian-
penditian berikutnya
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